BUPATIPANDEGLANG

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG |
NOMOR 104 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIPANDEGLANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta
untuk efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan operasional
Bupati dan Wakil Bupati guna mendukung pelaksanaan
koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat,
pengamanan dan kegiatan khusus lainnya, perlu diberikan
| biaya penunjang operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
| : dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan

Wakil Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pemberitukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286},

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400});

4. Undang-‘Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah




S. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Meneteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun
2012 tentang Pokok-Pokok Pegelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang
Tahun 2016 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEDOMAN BIAYA
PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pandeglang.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pandeglang,

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
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8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemeritahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.

9. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

10. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan
tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II
PENGANGGARAN

Pasal 2

(1) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam
APBD pada kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Pegawai, Obyek
Belanja Penerimaan Lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Bupati dan
Wakil Bupati, Rincian Objek Belanja Penunjang Operasional Bupati dan W akil.
Bupati.

(2) Besarnya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati, ditetapkan
berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

a. sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi
sebesar 3%;

b. di atas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan
paling tinggi sebesar 2%;

c. di atas Rp. 10 milyar s/d Rp. 20 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan
paling tinggi sebesar 1,50%;

d. di atas Rp. 20 milyar s/d Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan
paling tinggi sebesar 0.80%:;

e. di atas Rp. 50 milyar s/d Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan
paling tinggi sebesar 0.40%; dan

f di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi 0.15%.

(3) Anggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial
masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung
pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

(4) Pelaksanaan penganggaran Biaya Penunjang Operasional dilaksanakan oleh
Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang,

BAB 11
PENGGUNAAN

Pasal 3

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
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BAB IV
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 4

(1) Pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati
menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung.

(2) Mekanisme pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);

b. ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);

¢. rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS); dan

d. Kwitansi/bukti tanda terima yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati.

. BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI PANDEGLANG

Cap/ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 31 Desenber 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

Cap/ttd

PERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2¥18 NOMOR 104




